
Menimbang: 

Mengingat 

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS 

PERAlURAN DAERAH KABUPAlEN KAPUAS 
NO MOR • 7 T AHUN 2000 

TENTANG 

PEMBENlUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA llNAS 
KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN KElERTIBAN 

KABUPAlEN KAPUAS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAPUAS 

a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang 
kebersihan, pertaman an dan ketertiban di pandang perl u u ntuk membentuk 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Ketertiban 
Kabupaten kapuas 

b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a tersebut di atas, perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat!! di Kalimantan (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1959); 

2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3839); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 tahun 
1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 

4. Undang.Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang­
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3890); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor. 6 tahun 1988 tentang Koordinasi lnstansi 
Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Nomor 10 tahun 1988, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3373 ); 



Dengan Persetujuan 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TENTANG PEMBENTUKAN 
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN 
DAN KETERTIBAN KABUPATEN KAPUAS. 

BAB I KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan • 

a Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas; 
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas; 
c. Bupati adalah Bupati Kapuas; 
d. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Ketertiban adalah Dinas 

Kebersi han, 
Pertamanan dan Ketertiban Kabupaten Kapuas; 

e. Kepala Dinas adalah Kepala Din as Kebersihan, Pertamanan 
dan Ketertiban Kabupaten Kapuas; 

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur 
pel aksan a u ntu k mel aksan akan tu gas Kebersihan, 
Pertamanan dan Ketertiban di lapangan; 

g Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai 
Negeri Sipil yang diberikan hak dan wewenang secara penuh 
oleh pejabat yang berwenang sesuai keahliannya masing. 
masing; 

h. T anaman adalah segaia jen is pepohon an/tanaman h ias yang 
dipergun akan untuk penghij auan disekitar jalan dan tam an; 

i. Kota adalah lbukota Kabupaten dan lbukota Kecamatan. 

BAB II 
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal2 

( 1) Dal am Daer ah dibentu k Din as Kebersih an, Pertaman an dan 
Ketertiban. 

(2) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Ketertiban 
merupakan u n su r 
pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kebersihan, 
Pertamanan dan 
Ketertiban. 

(3) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Ketertiban dipimpin oleh 
seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Bupati. 



Pasal3 

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Ketertiban mempunyai tugas 
menyelen ggarakan uru san ru mah tan gga Daerah dibi dang Kebersih an, 
Pertaman an dan Ketertiban 

Pasal4 

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 3, Dinas Kebersihan, 
Pertamanan dan Ketertiban mempunyai fungsi 

a Melaksanakan urusan umum, kepegawaian, dan Keuangan; 
b. Melaksanakan pendataan dan penyusunan pola operasional kebersihan 

Kota, merencanakan upaya dan penanggulangan kebersihan Kota; 
c. Mel aksanakan pembin aan, pelati h an, penyu I uh an dan pemantau an dal am 

rangka meningkatkan kemampuan personil dan peran serta masyarakat 
dalam bidang kebersihan; 

d Melaksanakan kebersihan jalan, parit, sungai-sungai, saluran pembuangan 
dan lin gku ngan kecu al i di I in gkun gan pasar; 

e. Melaksanakan pengumpulan dan pengangkutan sampah dari Tempat 
Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA); 

f. Mel aksanakan pen ampu n gan, pemusn ah an dan pemanfaatan sampah di 
lokasi TPA: 

g Melaksanakan pengadaan/penyediaan, penyimpanan dan pemeliharaan 
peralatan, saran a dan prasaran a kebersih an; 

h. Melaksanakan penyimpanan dan pengeluaran barang dan peraiatan 
kebersihan; 

i. Peny ia pan, pen el iti an dan pen gawasan serta pe laksan aan pembi bitan 
tanaman, pembangunan dan pemeliharaan taman dan tanaman; 

j Melaksanakan perencanaan, pengawasan, pengendalian, pembangunan/ 
pemasangan dan pemeliharaan penerangan jalan dan taman; 

k. Melaksanakan perencanaan, pengawasan, pengendalian, pemasangan 
dekorasi Kota, Reklame dan lampu hias; 

I. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
pemeliharaan ketertiban umum, pembinaan Polisi Pamong Praja dan 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 

m. Melaksanakan perencanaan, pendataan, pelaksanaan dan pengawasan 
penagihan pungutan Daerah serta pungutan lainnya di bidang kebersihan, 
pen erangan jalan, pembibitan tan aman dan bid an g lain nya sesu ai dengan 
tugas pokoknya 

n. Melaksanakan perencanaan dan pengelolaan penyedotan tinja/Septik 
Tank, 

o. Melaksanakan perencanaan, pemeliharaan, penataan, pengelolaan dan 
oerizin an tempat pemakaman dan pen gabuan Jenazah . 



BAB Ill 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 5 

Susunan Organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Ketertiban Daerah 
terdi ri dari 

a. Kepala Dinas 
b. Sub Bagian Tata Usaha 
c. Seksi Kebersihan 
d. Seksi Pertamanan 
e. Seksi Ketertiban 
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 
g Kelompok Jabatan Fungsional 

Bagian Pertama 

Sub Bagian Tata Usaha 

Pasal 6 

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, 
kepegawaian dan keuangan 

Pasal7 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 6, Sub Bagi an Tata 
Usaha mempunyai fungsi 

a. Penyu sun an anggaran, pelaporan; serta pembin aan organ isasi dan 
tatalaksana; 

b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan peralatan dan 
perlengkapan rumah tangga, dokumeniasi dan kepustakaan 

c. Penyiapan data, informasi, hubungan masyarakat, evaluasi serta 
penyelenggaraan invetarisasi. 

Pasal 8 

Sub Bagian Tata Usahaterdiri dari 

a. Jurusan Umum 

b. Urusan Kepegawaian 

c. Jurusan Keuangan 

Pasal 9 

(I) Jurusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat 
menyu rat, kearsipan, ekspedisi, pen ggan daan, rum ah tan gga, 
admini strasi iai an an din as, per al atan dan perl engkapan serta 
inventari sasi. 



(2) Jrusan Kepegawaian mempunyai tugas meiaksanakan pengelolaan 
administrasi kepegawaian, menyusun pedoman dan petunjuk 
tetatalaksanaan, dokumentasi dan kepustakaan, penyajian data dan 
informasi serta hubungan masyarakat 

(3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengolahan 
administrasi keuangan yang meliputi penyusunan Anggaran, Pembukuan, 
pert an ggun gj awaban serta i aporan keu angan 

Bagian Kedua 
Seksi Kebersihan 

Pasal 10 

Seksi Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas 
Kebersih an, Pertaman an dan Ketertiban di bid an g kebersih an. 

Pasal 11 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 10, Seksi 
Kebersihan mempunyai fungsi 

a Melaksanakan kebersihan jalan, parit, sungai-sungai, saiuran pembuangan 
dan lingkungan, pengumpulan dan pengangkatan sampah dari Tempat 
Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan 
menampung, pemusnahan dan pemanfaatan sampah dilokasi TPA; 

b. Meiaksanakan penyusunan pola operasional kebersihan; 
c. Perencanaan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan 

kebersihan; 
d. Melaksan akan pembi n aan, pel atih an, penyu lu h an dan pemantau an 

dibidang kebersihan; 
e. Melaksanakan pengadaan/penyediaan peralatan, sarana dan prasarana 

kebersihan; 
f. Melaksanakan penyiapan peralatan dan pemeliharaan sarana dan 

prasaran a kebersih an. 
g Melaksanakan pungutan Daerah di bidang kebersihan berdasarkan Surat 

Ketetapan Retribusi dan Pajak (SKR/SKP) dan sarana pungutan lainnya 

Pasal 12 

Seksi Kebersih an terdiri dari • 

a Sub Seksi Pengelolaan Kebersihan; 
b. Sub Seksi Pendataan dan Pembinaan; 
c. Sub Seksi Sarana dan Prasarana. 



Pasal 13 

(1) Sub Seksi Pengelolaan Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan 
kegiatan kebersihan jalan, parit, sungai-sungai, saluran pembuangan dan 
lingkungan, pengumpulan dan pengangkatan sampah dari Tempat 
Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan 
menampung, pemusnahan dan pemanfaatan sampah dilokasi TPA. 

(2) Sub Seksi Pendataan dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan 
pendataan u ntuk menyu sun pol a operasi on al kebersih an, mer en can akan 
u pay a untu k mempertah an kan dan men in gkatkan kebersih an, dan 
m el aksan akan pembi naan, penyul uh an dan pemantauan dalam rangka 
meningkatkan kernampuan personil dan peran serta masyarakat dalam 
bidang kebersihan, serta melaksanakan pemungutan pendapatan daerah 
dari j asa kebersih an. 

(3) Sub Seksi Sarana dan Prasana mempunyai tugas melaksanakan 
pengadaan/penyediaan, penyiapan, pemeliharaan saran a dan prasarana, 
penyimpanan dan pengeluaran barang dan peralatan kebersihan serta 
pengel ol aan saran a penyedotan tinj a/Septik Tank 

Bagian Ketiga 
Seksi Pertamanan 

Pasal 14 

Seksi Pertam an an me mp u nya i tu gas me re n can akan, m el aks an akan 
sebagian tugas Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Ketertiban Daerah di 
bi dang Pertamanan. 

Pasal 15 

Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pasal 14 seksi pertamanan 
mempunyai fungsi 

a. Menyiapkan, men el iti, mengawasi dan melaksan akan pembibitan tan aman; 
b. Merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan 

pembangunan dan pemeliharaan taman dan tanaman serta tempat 
pemakaman dan pengabuan jenzah; 

c. Merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan melaksanakan 
pembangunan/pemasangan serta pemeliharaan penerangan jalan dan 
taman dekorasi kota, reklame dan lampu hias; 

d. Men gel ola dan memel ih ara peral atan dan perl engkapan pertaman an, 
penerangan jalan dan tam an. 

e. Melaksanakan penagihan pemungutan pendapatan Daerah dari 
penerangan jalan, pembibitan tanaman dan reklame, tempat pemakaman 
serta pengabuan j enazah berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi dan Su rat 
Ketetapan Pajak (SKR/SKP) dan sarana pungutan lainnya; 



Pasal 16 

Seksi Pertamanan terdi ri dari • 

a. Sub Seksi Pembibitan dan Pemeliharaan Taman; 
b. Sub Seksi Penerangan Jalan, Taman dan pemakaman; 
c. Sub Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan 

Pasal17 

(1) Sub Seksi Pembibitan dan Pemeliharaan Taman mempunyai tugas 
menyi apkan, men eliti, m el aksan akan dan men gawasi serta 
mengendalikan pembibitan , pembangunan dan pemeliharaan taman dan 
tanaman melaksanakan pemungutan Daerah dari pembibitan tanaman. 

(2) Sub Seksi Penerangan Jalan, Taman dan Pemakaman mempunyai 
tu gas melaksanakan per en can aan, pengawasan, pen gen dal i an 
pembangunan/pemasangan dan pemeliharaan penerangan jalan dan 
taman, dekorasi kota, reklame, lampu hias, pemakaman dan pengabuan 
jenazah serta melaksanakan pemungutan pendapatan Daerah dari 
penerangan jalan, reklame, tempat pemakaman dan pengabuan jenazah 

(3) Sub Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan mempunyai tugas 
mengelola, menyimpan, pemeliharaan/merawat peralatan dan 
perlengkapan pertamanan, penerangan jalan dan penerangan taman 
serta tempat pemakaman dan pengabuan jenazah 

Bagian Keempat 
Seksi Ketertiban 

Pasal 18 

Seksi Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di 
bidang ketertiban. 

Pasal19 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 18, Seksi 
Ketertiban mempunyai fungsi 

a. Menyusun petunjuk dan pedoman tentang pengawasan pelaksanaan 
Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Peraturan Perundang.undangan 
lain yang menyangkut ketertiban umum; 

b. Mengadakan kerjasama dengan I nstansi terkait dalam rangka intensifikasi 
pen gawasan pelaksanaan Peratu ran Daer ah, Keputu san Bu pati dan 
Peraturan Perun dang-un dan gan Iain yang menyangkut keterti ban u mum; 

c. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Polisi Pamong Praja 
dan Penyidik Pengawai Negeri Sipil; 



d. Mengadakan kerjasama dengan lnstansi lain dalam rangka pengumpulan 
data, laporan-laporan serta penanganan peristiwa-peristiwa yang 
menyangkut ketentraman dan ketertiban; 

e. Menyajikan informasi dan evaluasi data, laporan-iaporan dan peristiwa yang 
menyangkut ketentraman dan ketertiban; 

f. Mengadakan kerjasama dengan lnstansi terkait daiam rangka pemberian 
legalitas dan perizin an; 

g Menyajikan informasi dan evaluasi data pelaksanaan legalitas perizinan 
yang tel ah diberikan agar sesu ai dengan persyaratan dan Peraturan 
Peru ndan g. un dang an yang beriaku. 

h. Melaksanakan pemungutan Daerah di Bidang Perizinan Bangunan 
berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi, Surat Ketetapan Pajak (SKR/SKP) 
dan saran a pun gutan lainnya 

Pasal 20 

Seksi Ketertiban terdiri dari • 

a Sub Seksi Operasional; 
b. Sub Seksi Penindakan; 
c. Sub Seksi Perizinan Bangunan 

Pasal 21 

(1) Sub Seksi Operasional mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas 
operasional dalam rangka menegakan/menciptakan ketentraman dan 
ketertiban temasuk tu gas patroli rutin, mempersiapkan rencana 
penggunaan dan pembantuan Satuan Polisi Pamong Praja, mengikuti, 
mengu mpu lkan, mensistematisasi kan dan men gan al isa laporan-iaporan 
peristiwa yang menyangkut ketentraman dan ketertiban, mengadakan 
penertiban terhadap semua peianggaran Peraturan Daerah, Keputusan 
Bupati, Peraturan Perundang-undangan lainnya, menyusun petunjuk 
pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang­
u ndangan lainnya serta mengadakan hu bu ngan kerja dengan I nstansi lain 
daiam rangka intensifikasi terhadap pelanggar Peraturan dan Peraturan 
Perundang-undangan lainnya, memberikan pertimbangan berhubungan 
dengan legalitas dan pemberian izin yang menyangkut ketertiban umum, 
memberikan pertimbangan dan saran tentang Sangkah dan tindakan yang 
perlu diambil di bidan g ketertiban dan ketentraman serta tu rut 
melaksanakan penegakan hukum (Law enforcement) 



(2) Sub Seksi Penindakan mempunyai tugas mengadakan 
penyidikan/pemeriksaan sepanjang menyangkut pelanggaran Peraturan 
Daerah, Kepuiusan Bupati melakukan pengawasan terhadap pelanggar 
Peraturan Daerah, Keputusan Bupati mengadakan pengawasan terhadap 
barang-barang/surat-surat yang disita sebagai barang bukti pelanggaran, 
mengatur teknis pelaksanaan dalam mempersiapkan kemungkinan 
penyel esai an ol eh Pen gadi Ian Negeri, menyei enggarakan tat a 
administrasi penyidikan dan pemeriksaan, membuat peringatan secara 
tertulis kepada para pelanggaran Peraturan Daerah untuk tidak 
melakukan peianggaran kembali, mengadakan penerangan untuk 
menggalakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan 
yang digariskan oleh Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang­
undangan lainnya 

(3) Sub Seksi Perizinan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan 
pemeriksaan dan penelitian terhadap kelengkapan syarat administrasi 
pemohon perizinan bangunan, pembuatan surat izin bangunan bagi yang 
memenuhi syarat, pendataan dan penertiban bangunan, pengewasan 
pelaksanaan bangunan, penomoran dan registrasi bangunan, pengusutan 
terhadap bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan, 
penyegelan bangunan yang tidak mempunyai lzin Mendirikan Bangunan 
(1MB), dan pembongkaran bangunan yang tidak memenuhi ketentuan. 

BABIV 
UNT PELAKSANA TB{NIS DINAS 

Pasal 22 

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur 
pelaksana teknis operasional Dinas Kebersihan, Pertamanan dan 
Ketertiban. 

(2) Unit Pelaksana Teknis Din as dipimpin oleh seorang kepala yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Din as Kebersihan, 
Pertamanan dan Ketertiban. 

(3) Unit Pelaksana Teknis Din as dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan dan 
kemampuan Daerah. 

BABV 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal23 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas meiaksanakan sebagian 
fungsi Din as Kebersihan, Pertamanan dan Ketertiban secara profesional 
sesuai dengan kebutuhan Daerah. 



(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat 
( 1) Pas al i ni, dipimpin oieh seoran g tenaga fun gs ion al Senior selaku Ketu a 
Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan 

Pasal24 

(1) Kelompok Jabatan Fungsionai dapat dibagi dalam sub-sub kelompok 
sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga 
fungsional senior, 

(2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban 
kerja yang ada. 

(3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan 
Peratu ran Peru ndan g. Undan gan yang berl aku. 

BABVI 
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 25 

(1) Bagan susunan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Peratu ran Daer ah ini. 

(2) Lampi ran Peraturan Daer ah tersebut ayat ( 1) Pasal ini merupakan satu 
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. 

BAB VII 
KEPEGAWAIAN 

Pasal26 

(1) Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Ketertiban diangkat dan 
diberhentikan oleh Bupati atas usu I Sekretaris Daerah. 

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala 
Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala 
Dinas. 

(3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh 
Bupati atas usul Kepala Dinas. 

( 4) Kelompok Jabatan Fun gs ion al di an gkat dan diberh entikan sesu ai den gan 
peratu ran perun dang. un dan gan yang berl aku. 



PasalZT 

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian dilingkungan 
Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Ketertiban diatur sesuai dengan peraturan 
peru n dang -u ndangan yang berlaku. 

BABVlll 
TATA KERJA 

Pasal28 

Daiam melaksanakan tugasnya Dinas Kebersihan, Pertamanan dan 
Ketertiban, Unit Peiaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional 
waj ib menerapkan pri nsi p Koordin asi, integrasi dan sin kroni sasi bai k dal am 
maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tu gas masing-masing 

Pasal29 

(1) Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Ketertiban dalam 
melaksanakan tugasnya berpedoman pada kebijaksanaan yang 
ditetapkan ol eh Bupati 

(2) Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Ketertiban diwajibkan 
memberikan petunjuk, membina dan mengawasi pekerjaan Unsur-Unsur 
Pembantu dan Peiaksana yang berada dalam lingkungan Dinasnya 

Pasal30 

Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi perintah dan 
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan 
laporan berkaia tepat pada wal4unya 

Pasal 31 

Setiap Kepala Satuan Kerja wajib melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan wajib 
mengambil langkah tindak lanjut sesuai dengan peraturan perundang­
un dang an yang beriaku. 

BABIX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 32 

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 
mengenai pelaksan aan nya akan di atur lebi h lanj ut oleh Bu pati 



Pasal33 

Peratu ran Daerah in i mu lai berlaku pad a tanggal diu ndan gkan. 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran 
Daerah. 

Diundangkan di Kuala Kapuas 

Pada tanggal 13 Mei 2000. 

Disahkan di Kuala Kapuas 
Pad a tan ggal 13 Mei 2000. 

BUPATI KAPUAS, 

Capdtt 

BURHANLDINALI 

SEKRET ARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS, 

Cap dtt 

Drs. TOEKIYO. A.A, Msc. 
Pembina Tingkat I 
NIP. 530 000 898 

LEMBARAN DAERAH KABUPAlEN KAPUAS 
TAHLN 2000 NOMOR 16 S~ D. 



Lampiran :   Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 tahun 2000
          Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Informasi dan Komunikasi
          Kabupaten Kapuas
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Sek s i 
Kebersihan 

Sub Seksi 
Pengelolaan Kcbersihan 

Sub Seksi 
Peodataan dan Pcmbinaan 

Sub Seksi 
Sarana dan Prasarana 

Diundangkan di Kuala Kapuas 
Pada Tanggal 13 Mei 2000. 
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